
IvEPALA 
BADAN P E L I N D U N G A N 

P E K E R J A M I G R A N INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 
SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa u n t u k member ikan pe l indungan bagi pekerja migran 
Indonesia per lu membentuk dan mengembangkan sistem 
informasi secara terpadu; 

b. bahwa pelayanan penempatan dan pe l indungan bagi 
pekerja migran Indonesia lebih efektif dan efisien dengan 
me lakukan pengembangan sistem informasi terpadu yang 
d i laksanakan mela lu i sistem komputer isas i pe l indungan 
pekerja migran Indonesia; 

c. bahwa pera turan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai sistem informasi te rpadu u n t u k penempatan dan 
pe l indungan pekerja migran Indonesia sudah t idak sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan organisasi serta 
kebu tuhan h u k u m saat i n i ; 

d bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, per lu menetapkan 
Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 
tentang Sistem Komputer isasi Pel indungan Pekerja Migran 
Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6141) 
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 
6 T a h u n 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T a h u n 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6856); 

2. Peraturan Presiden Nomor 90 T a h u n 2019 tentang Badan 
Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263); 
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3. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 
Nomor 04 T a h u n 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 599); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG SISTEM KOMPUTERISASI 
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. 

BAB I 
KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 
Da lam Peraturan Badan i n i yang d imaksud dengan: 
1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga 

negara Indonesia yang memenuh i syarat sebagai pencari 
kerja yang akan bekerja d i luar negeri dan terdaftar d i 
ins tans i pemer intah kabupaten/kota yang bertanggung 
jawab d i b idang ketenagakerjaan. 

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, sedang, a tau telah me lakukan 
pekerjaan dengan mener ima u p a h d i luar wi layah Republik 
Indonesia. 

3. Pekerja Migran Indonesia Terkendala adalah Pekerja 
Migran Indonesia bermasalah yang mengalami 
permasalahan a tau mus ibah yang terjadi ba ik d i dalam 
m a u p u n d i luar negeri. 

4. Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya 
disebut Keluarga adalah suami , i s t r i , anak, a tau orang t u a 
te rmasuk hubungan karena pu tusan dan/atau penetapan 
pengadilan, ba ik yang berada d i Indonesia m a u p u n yang 
tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia d i luar negeri. 

5. Pel indungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala 
upaya u n t u k me l indung i kepent ingan Calon Pekerja 
Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan 
keluarganya dalam mewujudkan ter jaminnya pemenuhan 
haknya da lam kese luruhan kegiatan sebelum bekerja, 
selama bekerja, dan setelah bekerja da lam aspek h u k u m , 
ekonomi, dan sosial. 

6. Sistem Komputer isasi Pel indungan Pekerja Migran 
Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah 
sistem pelayanan adminis t ras i penempatan dan 
pe l indungan Pekerja Migran Indonesia. 

7. Interoperabil i tas Data adalah kemampuan data yang 
dibagipakaikan antar sistem e lektronik yang saling 
ber interaksi . 

8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 
selanjutnya disebut sebagai P3MI adalah badan usaha 
berbadan h u k u m perseroan terbatas yang telah 
memperoleh iz in ter tul is dar i pemer intah pusat u n t u k 
menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran 
Indonesia. 
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9. Surat Iz in Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang 
selanjutnya disebut SIP2MI adalah iz in yang d iber ikan 
oleh Kepala Badan kepada P3MI yang d igunakan u n t u k 
menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia. 

10. Pengguna Sisko P2MI adalah setiap p ihak yang memi l ik i 
akses masuk secara dar ing sesuai dengan fungsi dan 
ke wenanganny a. 

11 . Penyelenggara Layanan adalah lembaga pemerintah a tau 
swasta yang menyelenggarakan proses pelayanan 
penempatan dan pe l indungan bagi Calon Pekerja Migran 
Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia. 

12. Penyelenggara Pendukung Layanan adalah lembaga 
pemer intah a tau swasta yang mendukung proses 
pelayanan penempatan dan pe l indungan bagi Calon 
Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia. 

13. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang 
d igunakan secara bagi pakai oleh instans i pusat dan 
pemer intah daerah, dan saling t e rhubung . 

14. Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia yang 
selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemer intah 
nonkementer ian yang bertugas sebagai pelaksana 
kebi jakan dalam pelayanan dan pe l indungan Pekerja 
Migran Indonesia secara terpadu. 

Pasal 2 
Sisko P2MI ber tu juan u n t u k : 
a. mewu judkan penyelenggaraan layanan penempatan, 

pe l indungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 
mela lu i penguatan kerja sama, koordinasi , integrasi, dan 
s inkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait ; 

b. sebagai wadah layanan penempatan, pe l indungan, dan 
pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang menye luruh 
mu la i dar i sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah 
bekerja bagi semua p ihak terkai t ; 

c. mengintegrasikan layanan penempatan, pe l indungan, dan 
pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia d i l ingkungan 
BP2MI mela lu i d u k u n g a n teknologi informasi ; dan 

d. menjamin ketersediaan, kual i tas , dan akses terhadap data 
dan informasi layanan penempatan, pe l indungan, dan 
pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. 

BAB I I 
LAYANAN SISTEM KOMPUTERISASI 

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 3 
Layanan Sisko P2MI terd i r i atas: 
a. layanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/ 

Pekerja Migran Indonesia; 
b. layanan pe l indungan dan pemberdayaan Calon Pekerja 

Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan 
Keluarganya; 

c. layanan pembinaan dan pengawasan penempatan dan 
pe l indungan Pekerja Migran Indonesia; dan 
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d. layanan informasi penempatan dan pe l indungan Pekerja 
Migran Indonesia. 

Pasal 4 
(1) Layanan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia/ 

Pekerja Migran Indonesia sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 3 h u r u f a me l iput i : 
a. penyiapan penempatan; 
b. pengelolaan penempatan pemer intah; 
c. pengelolaan penempatan nonpemer intah, dan 
d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan penempatan. 

(2) Penyiapan penempatan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) h u r u f a t e rd i r i atas: 
a. ident i f ikasi permintaan dan penawaran; 
b. padupadan dan harmonisasi ; dan 
c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan permintaan 

dan penawaran. 
(3) Pengelolaan penempatan pemer intah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f b t e rd i r i atas: 
a. pelayanan proses sebelum bekerja; dan 
b. penyiapan dan fasil itasi pemberangkatan. 

(4) Pengelolaan penempatan nonpemer intah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f c t e rd i r i atas: 
a. pelayanan SIP2MI; 
b. pelayanan proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja 

Migran Indonesia; dan 
c. penyiapan pemberangkatan. 

(5) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan penempatan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d te rd i r i atas: 
a. pemantauan dan evaluasi pengelolaan penempatan 

pemer intah dan nonpemer intah sesuai dengan 
tahapan proses; dan 

b. peni la ian hasi l survei kepuasan masyarakat. 

Pasal 5 
(1) Layanan pe l indungan dan pemberdayaan Calon Pekerja 

Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan 
Keluarganya sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 h u r u f 
b t e rd i r i atas: 
a. penanganan dan pemenuhan hak; 
b. fasi l itasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia 

Terkendala; 
c. rehabi l i tas i dan reintegrasi sosial; 
d. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan 

Keluarganya; dan 
e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pe l indungan. 

(2) Penanganan dan pemenuhan hak sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f a pal ing sedikit berupa: 
a. pelayanan pengaduan; 
b. penanganan permasalahan; 
c. fasil itasi pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian 

kerja; 
d. j a m i n a n sosial dan/atau asuransi ; 
e. pemberian informasi ; 
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f. konsul tas i dan pendampingan h u k u m ; dan / atau 
g. layanan la innya u n t u k opt imal isasi pe l indungan 

Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran 
Indonesia dan Keluarganya pada saat sebelum, 
selama, dan setelah bekerja. 

(3) Fasi l i tasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia 
Terkendala sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f b 
dapat berupa pendataan, pelayanan, dan pelaksanaan 
kepulangan bagi Pekerja Migran Indonesia Terkendala. 

(4) Rehabil itasi dan reintegrasi sosial sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) h u r u f c d i laksanakan pada l ingkup: 
a. pendataan; 
b. ident i f ikasi ; 
c. pelaksanaan; dan 
d. evaluasi. 

(5) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f d 
d i laksanakan dalam l ingkup: 
a. pendataan; 
b. ident i f ikasi ; 
c. pelaksanaan; dan 
d. evaluasi. 

(6) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pe l indungan 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f e pal ing sedikit 
berupa: 
a. informasi ; 
b. not i f ikasi ; 
c. per ingatan; 
d. penyebaran ins t rumen pemantauan dan evaluasi; 
e. peni la ian hasi l survei kepuasan masyarakat; dan 
f. pendataan hasi l pemantauan. 

Pasal 6 
(1) Layanan pembinaan dan pengawasan penempatan dan 

pe l indungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 3 h u r u f c me l iput i : 
a. pengelolaan pembinaan penempatan dan 

pe l indungan; dan 
b. pengelolaan pengawasan penempatan dan 

pe l indungan. 
(2) Pengelolaan pembinaan dan pengawasan penempatan dan 

pe l indungan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) pal ing 
sedikit berupa: 
a. pengelolaan rekomendasi pemberian sanksi lembaga 

penempatan; dan 
b. pengawasan lembaga pendukung penempatan. 
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Pasal 7 
(1) Layanan informasi penempatan dan pe l indungan Pekerja 

Migran Indonesia sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 
h u r u f d merupakan layanan yang member ikan informasi 
kepada pub l ik , me l iput i : 
a. in formasi penempatan dan pe l indungan Pekerja 

Migran Indonesia yang d ihas i lkan dar i se luruh 
layanan dalam Sisko P2MI; dan 

b. informasi la innya yang d igunakan u n t u k member ikan 
pemahaman kepada pub l i k tentang penempatan dan 
pe l indungan Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Informasi penempatan dan pe l indungan Pekerja Migran 
Indonesia yang d ihas i lkan dar i se luruh layanan dalam 
Sisko P2MI sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, 
me l iput i : 
a. tahapan proses penempatan Pekerja Migran 

Indonesia; 
b. tahapan fasil itasi pelayanan pengaduan dan 

penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia; 
c. kedatangan Pekerja Migran Indonesia; 
d. daftar P3MI akti f ; dan 
e. Penyelenggara Layanan a tau Penyelenggara 

Pendukung Layanan. 
(3) Informasi la innya yang d igunakan u n t u k member ikan 

pemahaman kepada pub l i k tentang penempatan dan 
pe l indungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f b, me l iput i : 
a. peluang kerja; 
b. kond is i kerja dan negara penempatan; 
c. tata cara penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan 
d. tata cara pe l indungan Pekerja Migran Indonesia. 

BAB I I I 
PENGGUNA SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 8 
(1) Sisko P2MI dapat diakses oleh Pengguna Sisko P2MI u n t u k 

mendapatkan informasi e lektronik terka i t penempatan 
dan pe l indungan Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Pengguna Sisko P2MI sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) t e rd i r i atas: 
a. Calon Pekerja Migran Indonesia; 
b. Pekerja Migran Indonesia; 
c. masyarakat u m u m ; 
d. Penyelenggara Layanan; dan 
e. Penyelenggara Pendukung Layanan. 

(3) Penyelenggara Layanan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) h u r u f d te rd i r i atas: 
a. kementerian/lembaga terkai t ; 
b. pemer intah daerah provinsi dan kabupaten/kota ; 
c. P3MI; 
d. m i t r a usaha; 
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e. pemberi kerja; dan 
f. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran 

Indonesia u n t u k kepentingan perusahaan sendir i . 
(4) Penyelenggara Pendukung Layanan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) h u r u f e te rd i r i atas: 
a. lembaga serti f ikasi; 
b. lembaga keuangan dan perbankan; 
c. lembaga penyelenggara j a m i n a n sosial; 
d. lembaga kesehatan; 
e. lembaga pelat ihan; 
f. keimigrasian; 
g- bea dan cuka i ; dan 
h . pemangku kepentingan terkai t . 

Pasal 9 
(1) BP2MI member ikan akses kepada Pengguna Sisko P2MI 

berupa user ID dan password. 
(2) Pemberian akses kepada Pengguna Sisko P2MI 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
fungsi, kewenangan, dan/atau kebu tuhan . 

Pasal 10 
(1) Pengguna Sisko P2MI wajib menjaga kerahasiaan data dan 

mencegah penyalahgunaan hak akses oleh p ihak la in. 
(2) Da lam ha l terjadi penyalahgunaan hak akses oleh Pihak 

la in , sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemi l ik user ID 
dan password. 

(3) BP2MI dapat menghent ikan hak akses Pengguna Sisko 
P2MI da lam hal : 
a. terjadi kesalahan dalam menggunakan user ID dan 

password yang disebabkan oleh kelalaian pemi l ik 
a k u n ; dan/atau 

b. t e rbuk t i adanya penyalahgunaan a k u n oleh 
pengguna m a u p u n p ihak la in yang t idak berwenang. 

BAB IV 
TATA KELOLA 

SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 11 
(1) Sisko P2MI dikelola dengan mengedepankan pr ins ip 

terpusat, terbuka, terintegrasi, mudah , aman, serta satu 
data Indonesia. 

(2) Sisko P2MI dapat di integrasikan dengan sistem informasi 
yang d im i l i k i oleh kementerian/lembaga dan/atau 
pemangku kepentingan terkai t me la lu i kerja sama yang 
d i laksanakan dalam bentuk Interoperabil i tas Data. 



- 8 -

Pasal 12 
(1) Sisko P2MI disaj ikan dalam bentuk data dan informasi . 
(2) Penyajian data dan informasi pada Sisko P2MI 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan mela lu i 
tahapan: 
a. pengumpulan data dan informasi ; 
b. pengolahan data dan informasi ; dan 
c. peny impanan data dan informasi . 

(3) Penyajian data dan informasi sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) d i l akukan dalam bentuk: 
a. tekstual ; 
b. numer ik ; dan 
c. model la in sesuai dengan perkembangan i l m u 

pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 13 
(1) Da lam rangka me l indung i aset data dan informasi , 

d iper lukan keamanan data dan informasi pada Sisko 
P2MI. 

(2) Keamanan data dan informasi pada Sisko P2MI 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i penjaminan 
atas: 
a. kerahasiaan; 
b. k eu tuhan ; 
c. ketersediaan; 
d. keasl ian; dan 
e. kenirsangkalan (nonrepudiation). 

(3) Keamanan data dan informasi pada Sisko P2MI 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l akukan oleh T im 
Sistem Manajemen Keamanan Informasi . 

(4) T i m Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) d i te tapkan oleh Kepala BP2MI. 

BAB V 
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 

SISTEM KOMPUTERISASI 
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 14 
(1) Pengelolaan dan pengembangan Sisko P2MI d i l akukan oleh 

BP2MI dan dapat bekerja sama dengan 
kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan 
terka i t sesuai dengan kebu tuhan . 

(2) Pengelolaan dan pengembangan Sisko P2MI sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) me l iput i : 
a. in f ras t ruk tur ; 
b. sumber daya manusia ; 
c. layanan; dan 
d. Interoperabil i tas Data. 
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Pasal 15 
(1) Pengelolaan dan pengembangan in f r as t ruk tu r sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 14 ayat (2) h u r u f a me l iput i : 
a. server pengembangan; 
b. server penguj ian; 
c. server produks i ; 
d. server pencadangan; 
e. j a r ingan internet; 
f. j a r ingan t e r t u t u p ; 
g. firewall; 
h . web Application Firewall; 
i . s istem versi kode sumber; dan 

j - basis data. 
(2) Server pengembangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

h u r u f a merupakan perangkat yang d igunakan dalam 
proses pembuatan dan pengembangan apl ikasi . 

(3) Server penguj ian sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f b merupakan perangkat yang d igunakan da lam 
proses u j i coba apl ikasi setelah d ikembangkan. 

(4) Server p roduks i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 
c merupakan perangkat yang d igunakan dalam proses 
implementasi apl ikas i setelah melewati tahapan 
pengembangan dan u j i coba. 

(5) Server pencadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f d merupakan perangkat pencadangan dar i server 
p roduks i u n t u k mengantis ipasi kendala yang terjadi. 

(6) Server pencadangan sebagaimana d imaksud pada ayat (5) 
d i m u t a k h i r k a n secara periodik meng ikut i perkembangan 
teknologi pada Sisko P2MI. 

(7) Server pengembangan, server pengujian, server produks i , 
dan server pencadangan d is impan d i Pusat Data BP2MI 
dan/atau Pusat Data Nasional. 

(8) Jar ingan internet sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f e d igunakan u n t u k mengakses se luruh layanan Sisko 
P2MI. 

(9) Jar ingan t e r tu tup sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
h u r u f f d igunakan u n t u k kebu tuhan Interoperabil i tas Data 
dan/atau j a r ingan menggunakan j a l u r f is ik yang me l iput i : 
a. menghubungkan Interoperabil i tas Data dan/atau 

j a r ingan antara Pusat Data BP2MI dengan Pusat Data 
Nasional; dan 

b. menghubungkan Interoperabil i tas Data dan/atau 
ja r ingan antara Pusat Data Nasional dan/atau Pusat 
Data BP2MI dengan pemangku kepentingan terkait . 

(10) Firewall dan web application firewall sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) h u r u f g dan h u r u f h d igunakan 
u n t u k pe l indungan khusus apl ikasi Sisko P2MI yang 
dipel ihara oleh kementer ian yang menyelenggarakan 
u r u s a n pemer intahan d i b idang komun ikas i dan 
in format ika. 

(11) Sistem versi kode sumber sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) h u r u f i d i gunakan u n t u k melacak perubahan pada 
apl ikas i Sisko P2MI. 
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(12) Basis data sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f j 
menggunakan sistem cluster serta repl ikasi basis data Sisko 
P2MI yang berada d i Pusat Data Nasional dan/atau Pusat 
Data BP2MI. 

Pasal 16 
(1) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manus ia 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 14 ayat (2) h u r u f b 
d i l akukan oleh T im pengelolaan dan pengembangan yang 
d i te tapkan oleh Kepala BP2MI. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manus ia 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d iber ikan 
dalam ben tuk peningkatan keterampi lan. 

Pasal 17 
(1) Pengelolaan dan pengembangan layanan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 14 ayat (2) h u r u f c me l iput i area 
sistem informasi dan layanan yang dikelola oleh u n i t 
organisasi terkai t d i l ingkungan BP2MI. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan layanan sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i l akukan secara 
berkes inambungan dan terintegrasi antar layanan u n t u k 
dapat men ingkatkan kual i tas layanan yang d iber ikan. 

Pasal 18 
(1) Pengelolaan dan pengembangan Interoperabil i tas Data 

sebagaimana d imaksud dalam Pasal 14 ayat (2) h u r u f d 
d i l akukan dengan kementerian/lembaga serta Pemerintah 
Daerah Provinsi dan kabupaten/kota. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan Interoperabil i tas Data 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat d i l akukan 
mela lu i kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VI 
PENDANAAN 

Pasal 19 
Pendanaan u n t u k penyelenggaraan, pengelolaan, dan 
pengembangan Sisko P2MI bersumber dar i : 
a. anggaran pendapatan dan belanja negara BP2MI; dan 
b. sumber la in yang sah dan t idak mengikat sesuai dengan 

ketentuan pera turan perundang-undangan. 
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BAB VI I 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 20 
(1) Deput i masing-masing kawasan bersama dengan u n i t 

organisasi yang membidangi data dan informasi 
me lakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
pengelolaan Sisko P2MI yang d i l akukan oleh kedeput ian 
m a u p u n u n i t yang membidangi data dan informasi pal ing 
sedikit 1 (satu) ka l i da lam 1 (satu) t a h u n a tau sesuai 
dengan kebu tuhan . 

(2) Hasi l pemantauan dan evaluasi sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) d isampaikan kepada Kepala BP2MI sebagai 
salah satu bahan masukan penyusunan kebi jakan. 

BAB VII I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21 
Peraturan Badan i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan 
Peraturan Badan i n i dengan penempatannya dalam Ber i ta Negara 
Republ ik Indonesia. 

Di te tapkan d i Jakar ta 
pada tanggal 23 Oktober 2023 

KEPALA 
BADAN PELINDUNGAN 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA 
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t t d . 
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